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The budgeting process is an important activity and involves various top-level 
managers as well as lower-level managers who play a role in preparing and 
evaluating alternatives to budget objectives, where budgets are always used as the 
best benchmarks of manager performance. This research was carried out at the 
Regional Device Work Unit (SKPD) Bantul District Special Province of Yogyakarta. 
This research is included in the type of applied research applied with the aim of 
applying, testing and evaluating the ability of a theory applied in solving practical 
problems. The nature of this research is included into quantitative and explanatory 
descriptive research. 
The results of this study indicate that budget participation,  Budget feedback, 
Budget evaluation and The clarity of the budget objective have a positive effect on 
the performance of the local government officials of Bantul because it obtains a 
significance value of α <0.05.Based on the results of multiple regression analysis 
with a significance level of 5%, the results of this study conclude, simultaneously 
that budget participation has a positive effect on the performance of the local 
government. 
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suatu rencana yang disusun 
secara sistematis yang meliputi 
seluruh kegiatan perusahaan, 
yang dinyatakan dalam unit atau 
satuan moneter yang berlaku 
untuk  jangka waktu yang akan 
datang (Munandar, 2001). 
Anggaran menjadi alat akuntansi 
manajerial yang umum 
digunakan dengan 2 fungsi 
utama, yaitu (1) sebagai alat 
untuk menjalankan tujuan 
melalui perencanaan dan 
pengkoordinasian aktivitas 
perusahaan dan (2) sebagai 
358 
 
benchmark untuk mengevaluasi 
kinerja aktual. 
Penganggaran 
merupakan suatu proses yang  
rumit pada organisasi sektor 
publik, termasuk diantaranya 
pemerintah daerah. Hal tersebut 
berbeda dengan penganggaran 
pada sektor swasta. Pada sektor 
swasta anggaran merupakan 
bagian dari rahasia perusahaan 
yang tertutup untuk publik, 
namun sebaliknya pada sektor 
publik anggaran justru harus 
diinformasikan kepada publik 
untuk dikritik dan didiskusikan 
untuk mendapat masukan 
(Rahayu et al. 2007). Anggaran 
Sektor publik merupakan 
instrumen akuntabilitas atas 
pengelolaan dana publik dan 
pelaksanaan program-program 
yang dibiayai dari uang publik 
(Mardiasmo, 2006 : 61). 
Hubungan antara 
karakteristik tujuan anggaran 
dengan kinerja manajerial 
merupakan salah satu bagian dari 
literatur akuntansi perilaku 
(behavioral accounting), 
belakangan ini merupakan 
bidang penelitian yang banyak 
mengalami perdebatan, sehingga 
menarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut 
(Pasoloran, 2002). Hal tersebut 
terjadi karena terdapat hasil yang 
bervariatif ketika dilakukan 
pengujian mengenai pengaruh 
karakteristik tujuan anggaran 
terhadap kinerja apparat 
pemerintah daerah. Hubungan 
antara karakteristik tujuan 
anggaran dengan kinerja 
manajerial dipengaruhi oleh 
faktor-faktor tertentu atau sering 
disebut faktor kontijensi seperti 
budaya organisasi, komitmen 
organisasi, struktur organisasi, 
motivasi, locus of control, 
ketidakpastian lingkungan dan 
masih banyak yang lainnya. 
Dasar pendekatan kontijensi 
adalah bahwa tidak ada 
rancangan sistem akuntansi 
manajemen yang dapat 
diterapkan secara efektif semua 
kondisi, namun hanya efektif 
untuk situasi organisasi tertentu.  
Berdasarkan uraian di atas 
maka penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh karakteristik 
tujuan anggaran terhadap kinerja 
aparat pemerintah daerah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bantul. 
 
KERANGKA TEORITIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Karakteristik Anggaran Sektor 
Publik 
Anggaran merupakan pernyataan 
mengenai estimasi kinerja yang 
hendak dicapai selama periode 
tertentu yang dinyatakan dalam 
ukuran finansial, sedang 
penganggaran adalah proses atau 
metode untuk mempersiapkan 
anggaran (Mardiasmo, 2002). 
Anggaran sektor publik menyajikan 
suatu bagian yang penting dari 
sistem motivasi organisasi yang 
dirancang untuk memperbaiki 
perilaku dan kinerja aparat 
pemerintah. Menurut Bastian 
(2006), anggaran sektor publik 
mempunyai karakteristik sebagai 
berikut: (1) anggaran dinyatakan 
dalam satuan keuangan dan satuan 
non keuangan, (2) anggaran 
umumnya mencakup jangka waktu 
tertentu, (3)  anggaran berisi 
komitmen atau kesanggupan 
manajemen untuk mencapai 
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sasaran yang ditetapkan, (4) usulan 
anggaran ditelaah dan disetujui 
oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusun anggaran dan  
(5) sekali disusun, anggaran hanya 
dapat diubah dalam kondisi 
tertentu. 
 
1. Karakteristik Tujuan 
Anggaran 
Menurut Kenis 
(1979) dalam Istiyani (2009), 
ada 5 (lima) karakteristik 
tujuan anggaran (Budgetary 
Goal Characteristics) yaitu:  
a. Partisipasi Anggaran  
Proses penyusunan 
anggaran merupakan 
kegiatan yang penting dan 
komplek, kemungkinan 
akan menimbulkan 
dampak fungsional dan 
disfungsional terhadap 





terbesar dari kegiatan 
penganggaran terjadi jika 
bawahan diperbolehkan 
untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan penyusunan 
anggaran (Istiyani, 2009). 
Menurut Suyanto (2011), 
partisipasi penyusunan 
anggaran adalah suatu 
proses yang didalamnya 
terdapat individu yang 
terlibat dan mempunyai 
pengaruh terhadap 
penyusunan target 
anggaran yang akan 






pendekatan yang secara 
umum dapat 
meningkatkan kinerja 







pada luasnya partisipasi 
aparat Pemerintah Daerah 
dalam memahami 
anggaran yang diusulkan 
oleh SKPD dan 
pengaruhnya terhadap 
tujuan anggaran mereka. 
Proses penganggaran 
pemerintah daerah yang 
memuat kerangka 
ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan, dan 
kewajiban daerah 
melibatkan berbagai aparat 
daerah, yakni mulai dari 
aparat SKPD, Sekretariat 
Daerah, dan masyarakat.  
Dalam hal ini, DPRD 
diberi kesempatan untuk 
ambil bagian dalam 
perencanaan dan 
pengambilan keputusan 
melalui negosiasi terhadap 
tujuan anggaran. Hal ini 
sangat penting karena 
aparat Pemerintah Daerah 







berprestasi yang akan 
meningkatkan kinerjanya. 
Partisipasi aparat 
Pemerintah Daerah dalam 
proses penganggaran 
Pemerintah Daerah 
mengarah pada seberapa 
besar tingkat keterlibatan 
aparat Pemerintah Daerah 
dalam menyusun anggaran 
daerah serta 
pelaksanaannya untuk 
mencapai target anggaran. 
b. Kejelasan Tujuan 
Anggaran 
Kejelasan tujuan anggaran 
menggambarkan luasnya 
tujuan anggaran yang 
dinyatakan secara jelas 
dan spesifik serta 
dimengerti oleh pihak 
yang bertanggungjawab 
terhadap pencapaiannya. 
Kejelasan tujuan anggaran 
merupakan hal yang 
paling penting dalam 
pencapaian suatu tujuan 
organisasi karena akan 
menentukan arah tujuan 
suatu organisasi. Tujuan 
anggaran yang tidak jelas 
dapat menyebabkan 
kebingungan, tekanan dan 
ketidakpuasan dari 
karyawan yang akan 
berdampak buruk terhadap 
kinerja manajerial 
(Suyanto, 2011). Locke 
(1968) dalam Syafrial 
(2009) menyatakan bahwa 
penetapan tujuan spesifik 
akan lebih produktif 
daripada tidak menetapkan 
tujuan spesifik. Hal ini 
akan mendorong karyawan 
untuk melakukan yang 
terbaik bagi pencapaian 




c. Evaluasi Anggaran 
Menurut Ginting (2009 : 
31), evaluasi anggaran 
menunjuk pada luasnya 
perbedaan anggaran yang 
digunakan kembali oleh 
individu pimpinan 
departemen dan digunakan 
dalam evaluasi kinerja 
mereka. Secara kualitatif, 
penelitian Munawar 
(2006) menemukan bahwa 
evaluasi anggaran 
berpengaruh terhadap 
kinerja aparat Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Kupang. Hal ini 
menunjukkan bahwa 
dalam  menyiapkan 
anggaran mereka selalu 
melakukan evaluasi 
kegiatan-kegiatan yang 
telah diprogramkan dan 
pada pelaksanaan 
anggaran, mereka juga 
melakukan evaluasi 
terhadap kegiatan yang 
telah dilakukan sehingga 
kinerja mereka menjadi 
lebih baik. 
d. Umpan Balik Anggaran 
Kenis (1979) dalam 
Damanik (2011) 
menyatakan bahwa umpan 
balik terhadap sasaran 
anggaran yang dicapai 
adalah variabel penting 
yang memberikan 
motivasi kepada manajer. 
Jika anggota organisasi 
tidak mengetahui hasil 
yang diperoleh dari 
upayanya untuk mencapai 
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sasaran, maka ia tidak 
mempunyai dasar untuk 
merasakan kesuksesan 
atau kegagalan, dan tidak 
ada insentif untuk 
menunjukkan kinerja yang 
lebih baik, dan pada 
akhirnya menjadi tidak 
puas. Steers (1975) dalam 
Damanik (2011) 
mengemukakan bahwa 
terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan 
antara umpan balik 
anggaran dengan kinerja. 
2. Kinerja Aparat Pemerintah 
Penilaian Kinerja 
adalah proses dimana 
organisasi 
mengevaluasi/menilai kinerja 
karyawan. Kegiatan ini dapat 
memperbaiki keputusan-
keputusan personalia dan 
memberikan umpan balik 
kepada para karyawan 
tentang kinerja mereka 
(Handoko, 2000).Mondy & 
Noe (2005) penilaian kinerja 
adalah tinjauan formal dan 
evaluasi kinerja individu atau 
tugas tim. Sedangkan 
menurut Dessler (2005) 
penilaian kinerja adalah 
mengevaluasi kinerja relatif 
karyawan saat ini dan/atau di 
masa lalu terhadap standar 
prestasinya. Glueck (1978) 
mendefnisikan evaluasi 
kinerja sebagai kegiatan 
penentuan sampai pada 
tingkat mana seseorang 
melaksanakan tugasnya 
secara efektif. 
Wayne C. Parker 
(1993:3) dalam Arja (2000) 
menyebutkan lima manfaat 
adanya pengukuran/penilaian 
kinerja suatu entitas 
pemerintahan yaitu:   
a. Peningkatan kinerja 
meningkatkan mutu 
pengambilan keputusan.  
Seringkali keputusan yang 
diambil pemerintah 
dilakukan dalam 
keterbatasan data dan 
berbagai pertimbangan 




pengukuran kinerja ini 
akan memungkinkan 
pemerintah untuk 
menentukan misi dan 
menetapkan tujuan 
pencapaian hasil tertentu.  
b. Pengukuran kinerja 
meningkatkan 
akuntabilitas internal.  
Dengan adanya 
pengukuran kinerja ini, 
secara otomatis akan 
tercipta akuntabilitas di 
seluruh lini pemerintahan, 
dari lini terbawah sampai 
teratas. Lini teratas pun 
kemudian akan 
bertanggungjawab kepada 
pihak legislatif. Dalam hal 
ini disarankan pemakaian 
sistem pengukuran standar 
seperti halnya 
management by objectives 




c. Pengukuran kinerja 
meningkatkan 
akuntabilitas publik.  
Meskipun bagi sebagian 
pihak, pelaporan evaluasi 
kinerja pemerintah kepada 
masyarakat dirasakan 
cukup menakutkan, namun 
publikasi laporan ini 
sangat penting dalam 
keberhasilan sistem 





semakin besar dan kualitas 
hasil suatu program juga 
semakin diperhatikan.  
d. Pengukuran kinerja 
mendukung perencanaan 
strategi dan penetapan 
tujuan.  
Proses perencanaan 
strategi dan tujuan akan 
kurang berarti tanpa 
adanya kemampuan untuk 
mengukur kinerja dan 
kemajuan suatu program. 
Tanpa ukuran-ukuran ini, 
kesuksesan suatu program 
juga tidak pernah akan 
dinilai dengan obyektif.  
e. Pengukuran kinerja 
memungkinkan suatu 
entitas untuk menentukan 
penggunaan sumber daya 
secara efektif.  
Masyarakat semakin kritis untuk 
menilai program-program pokok 
pemerintah sehubungan dengan 
meningkatnya pajak yang 
dikenakan kepada mereka. Evaluasi 
yang dilakukan cenderung 
mengarah kepada penilaian apakah 
pemerintah memang dapat 






karakteristik tujuan anggaran 
dengan kinerja aparat pemerintah 
daerah merupakan salah satu 
bagian dari literatur akuntansi 
perilaku (behavioral 
accounting), belakangan ini 
merupakan bidang penelitian 
yang banyak mengalami 
perdebatan, sehingga menarik 
untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut (Pasoloran, 2002). Hal 
tersebut terjadi karena dalam 
hubungan antara karakteristik 
tujuan anggaran dengan kinerja 
aparat pemerintah daerah 
dipengaruhi oleh faktor-faktor 
tertentu atau sering disebut 
faktor kontijensi seperti budaya 
organisasi, komitmen organisasi, 
struktur organisasi, motivasi, 
locus of control, ketidakpastian 
lingkungan dan masih banyak 
yang lainnya. Dasar pendekatan 
kontijensi adalah bahwa tidak 
ada rancangan sistem akuntansi 
manajemen yang dapat 
diterapkan secara efektif semua 
kondisi, namun hanya efektif 
untuk situasi organisasi tertentu. 
Maka, dapat dikatakan sistem 
akuntansi manajemen akan lebih 
efektif bila kondisi organisasi 
konsisten atau sesuai dengan 
sistem yang ada. 
  Berdasarkan hal 
tersebut maka berikut ini 
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Salah satu cara untuk 
mengukur kinerja organisasi sector 
public yaitu dengan analisis 
efektifitas dan analisis efisiensi. 
Kinerja manajer akan dikatakan 
efektif apabila tujuan organisasi 
yang telah tertuang dalam anggaran 
dapat dicapai. Dalam meningkatkan 
efektifitas anggaran suatu anggaran 
haruslah memperhatikan aspek 
perilaku manusia agar anggaran 
tersebut mampu memotivasi 
manajer pelaksana untuk mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan 
dalam anggaran (Kennis dalam 
Trisnawati 2000) mengembangkan 
karakteristik anggaran yang 
mempertimbangkan aspek perilaku 
manusia. Kelima karakteristik 
tersebut adalah (1) Partisipasi 
penyusunan anggaran (Budgetary 
Partisipation), (2) Umpan balik 
anggaran (Budgetary Feedback), 
(3) Evaluasi anggaran (Budgetary 
Evaluation), (4) Kejelasan tujuan 
anggaran (Budgetary Goal Clarity). 
 
  Berdasarkan studi 
terdahulu, penulis merumuskan 
hipotesis untuk penelitian ini sebagai 
berikut: 
H1 = Partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
aparat 
pemerintah daerah 
H2 = Umpan balik anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja 
aparat pemerintah 
daerah 
H3 = Evaluasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
aparat 
pemerintah daerah 
H4 = Kejelasan tujuan anggaran 
berpengaruh positif terhadap 






















keseluruhan unit atau individu 
dalam ruang lingkup yang akan 
diteliti (Jogiyanto, 2010). Populasi 
dalam penelitian ini adalah Aparat 
pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Bantul meliputi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor 




Sampel dalam penelitian ini 
adalah Para Kepala SKPD, Sekretaris 
pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala 
Sub Bidang, Kepala-Kepala Bagian 
dan Kepala Sub Bagian. Adapun 
kriteria yang digunakan adalah para 
Pejabat Pengelolaan Keuangan 
Daerah lingkup pemerintah 
Kabupaten Bantul. Sedangkan yang 
tidak termasuk dalam Pejabat 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
menggunakan kriteria telah 
menduduki jabatan struktural tertentu 
minimal selama 2 (dua) tahun di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bantul. Terdapat 124 responden tetapi 
hanya 100 responden yang 
kuisionernya diisi dengan lengkap. 
Jenis Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh 
dari data primer melalui penyebaran 
kuesioner langsung kepada 
responden. Kuesioner dibuat dalam 
bentuk pertanyaan-pertanyaan secara 
berstruktur yang mana responden 
dibatasi dalam memberikan jawaban 
pada alternatif  jawaban tertentu saja. 
 
Teknis Analisis Data 
 
Analisis data menggunakan 
teknik analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan SPSS 16. 
Sebelum pelaksanaan penelitian, 
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 
Uji validitas dilakukan untuk 
mengukur valid tidaknya kuesioner 
yang akan digunakan dalam 
penelitian. Uji validitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
corrected item-total corelation, yaitu 
dengan cara mengkorelasikan skor 
tiap item dengan skor totalnya. 
Teknik statistik yang digunakan untuk 
mencari koefisien korelasi tersebut 
adalah dengan Pearson Product 
Moment Correlation Coefisien, 
dengan menggunakan alat bantu 
SPSS. Reliabilitas sebenarnya adalah 
alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari 
variabel atau konstruk (Ghozali, 
2005). Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Pengukuran reliabilitas 
penelitian ini dilakukan dengan cara 
One Shot atau pengukuran sekali saja. 
Pengukuran one Shot hanya sekali 
dilakukan dan kemudian hasilnya 
dibandingkan dengan pertanyaan lain 
atau mengukur korelasi antar jawaban 
pertanyaan. SPSS memberikan 
fasilitas untuk mengukur reliabilitas 
dengan uji statistik Cronbach Alpha. 
Uji asumsi klasik untuk 
memastikan bahwa model regresi 
yang digunakan bebas dari masalah 
normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi 
juga dilakukan.  
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 





Tabel 1 Jumlah kuesioner 
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Sumber: data diolah, 2016 
Hasil analisis responden berdasarkan 
karakteristik jenis kelamin, dapat 
diketahui bahwa mayoritas responden 
yang menjadi sampel penelitian ini 
adalah pria (59) sedangkan wanita 41. 
Hal ini sekaligus memberikan gambaran 
bahwa pejabat struktural di Kabupaten 
Bantul didominasi oleh kaum pria. 
 
Berdasarkan  karakteristik  tingkat 
pendidikan terakhir dapat diketahui 
bahwa, mayoritas responden dalam 
penelitian ini mempunyai tingkat 
pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 51 
orang atau 51%, 36% atau 3 6  orang 
mempunyai tingkat pendidikan terakhir 
D3, 4 responden atau 4% mempunyai 
pendidikan terakhir lain-lain dan 9 




Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif 
Berdasarkan hasil statistic descriptive 
terlihat bahwa hasil mean berada 
diantara 3-5 termasuk dalam kategori 
cukup tinggi dan tinggi artinya 
kinerja aparatur pemerintah daerah 
sangat bagus dan memuaskan. 
Uji Validitas 
Tabel 3 Hasil Uji validitas 
     
 N Min Max Mean Std. 
Deviati
on 
Kinerja Aparat  
Partisipasi Anggaran 
































Berdasarkan hasil uji validitas yang telah 
dilakukan menunjukkan bahwa nilai r hitung 
semua butir pertanyaan lebih besar dari r table 
0,176 maka dapat disimpulkan bahwa alat tes 
tersebut dinyatakan valid. 
 
Uji Reliabilitas 
Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas 
 
Hasil uji reliabilitas 
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha 
variabel partisipasi anggaran, umpan 
balik anggaran, evaluasi anggaran dan 
kejelasan tujuan anggaran lebih dari 0,6. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat 




Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa 
nilai signifikansi keseluruhan lebih besar 
dari 0,05 yaitu sebesar 0,803 maka dapat 
disimpulkan bahwa semua data dalam 















































































































































   





































Kolmogorov-Smirnov Z ,643 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,803 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Berdasarkan hasil pengujian 
pada tabel di atas, karena nilai VIF 
untuk semua variabel memiliki nilai 
lebih kecil dari 10 maka dapat 
disimpulkan tidak terdapat gejala 






Gambar 2  Uji Heteroskesdastisitas 
 




Berdasarkan grafik scatterplot 
menunjukkan titik-titik plot tidak 
membentuk suatu pola tertentu dan 
menyebar di atas maupun di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data 
variable dependen dalam penelitian ini 
terbebas dari heteroskedastisitas. 
 
Uji Hipotesis 
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  
sederhana  dapat  dibuat  suatu model 
persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut: 
Y = 2,872 + 0,367X1 + -1,43X2 + 
0,328X3 + 0,521X4  
Keterang
an: 
Y  : Kinerja Aparat Pemerintah 
Daerah 
X1  : Partisipasi Anggaran 
X2  : Umpan Balik Anggaran 
   X3  : Evaluasi Anggaran 
X4  : Kejelasan Tujuan Anggaran 
 











(Constant) 3,558 1,260  2,872 ,001 
Partisipasi Anggaran ,016 ,043 ,044 ,367 ,001 



















a. Dependent Variable: AbsUt 
 
Pembahasan 
1. Partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
daerah  
Partisipasi anggaran 
menunjukkan pada sejauh 
mana aparat pemerintah daerah 
berpartisipasi dalam 
penyusunan anggaran. 
Partisipasi anggaran secara 
umum dapat meningkatkan 
kinerja aparat yang pada 
akhirnya juga dapat 
meningkatkan efektifitas 
organisasi. Apabila aparat 
pemerintah daerah mengerti 
benar tentang sejauh mana 
anggaran yang dibuat dan 
sejauh mana aparat terlibat 
dalam penyusunan anggaran 
maka diharapkan aparat 




Hasil dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang 
signifikan partisipasi  anggaran   
terhadap  kinerja aparat Pemda. 
Hal ini terlihat dari analisis 
regresi berganda, partisipasi 
anggaran memperoleh nilai 
signifikansi α < 0,05 yaitu 
sebesar 0,001 maka hipotesis 
H1 diterima. ini berarti bahwa 
peningkatan atas partisipasi 
aparat Pemda dalam pembuatan 
anggaran akan meningkat 
kinerja aparat Pemda, 
sebaliknya jika partisipasi 
aparat Pemda dalam pembuatan 
anggaran turun maka kinerja 
aparat Pemda juga akan turun. 
Semakin tinggi keterlibatan 
aparat pemerintah daerah 
dalam menyusun anggaran 
tersebut akan mendorong para 
aparat untuk bertanggung 
jawab terhadap masing-masing 
tugas yang diembanya sehingga 
dapat meningkatkan kinerja 
agar target yang telah 
ditetapkan akan tercapai. 
Hasil ini juga semakin 
memperkuat penelitian 
Munawar, dkk. (2006) dan 
Wahyuni (2008), yang 
menemukan bahwa partisipasi 
anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
daerah Kabupaten Kupang dan 
Yogyakarta. Hal ini 
menunjukkan bahwa anggaran 
yang dibuat oleh aparat 
pemerintah daerah adalah 
spesifik dan jelas, sehingga 
meningkatkan kinerja aparat 
pemerintah daerah. 
2. Umpan balik anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
daerah  
Umpan balik anggaran 
menunjukan hasil atau sejauh 
mana tujuan anggaran dapat 
dicapai. Karena umpan balik 
anggaran dapat menunjukan 
seberapa efektif kinerja aparat 
dalam merealisasikan 
anggaran. Dengan adanya 
umpan balik anggaran maka 
dapat diketahui seberapa besar 
kinerja aparat dalam tanggung 
jawabnya merealisasikan 
anggaran yang telah disusun. 
Diharapkan umpan balik 
anggaran berpengaruh terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
daerah. 
Hasil dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang 
signifikan umpan balik  
anggaran   terhadap  kinerja 
aparat Pemda. Hal ini terlihat 
dari analisis regresi berganda, 
umpan balik anggaran 
memperoleh nilai signifikansi α 
< 0,05 yaitu sebesar 0,002 
maka hipotesis H2 diterima. 
Umpan balik ini antara 
lain meliputi pemberian saran 
atas prestasi yang hendak 
dicapai, memberikan evaluasi 
pada proses perencanaan 
anggaran, dan perbaikan sikap 
aparat setelah mendapat umpan 
balik tersebut. Dengan adanya 
umpan balik aparat pemda 
memiliki insentif dan dorongan 
untuk mencapai kinerja yang 
lebih baik. Umpan balik 
memberi ruang kepada aparat 
pemda untuk melakukan 
komunikasi yang lebih efektif 
dalam rangka perbaikan kinerja 
untuk pencapaian tujuan 
organisasi atau tujuan daerah. 
3. Evaluasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 17 No. 1 Tahun 2020 
 
 
kinerja aparat pemerintah 
daerah 
Evaluasi anggaran 
dapat menunjukan selisih 
anggaran yang disusun dan 
pada kenyataanya. Dengan 
evaluasi anggaran dapat 
diketahui apakah kinerja aparat 
tersebut dalam menyusun 
anggaran sudah baik atau 
belum. Sehingga evaluasi 
anggaran dapat digunakan 
untuk evaluasi kinerja. Karena 
evaluasi anggaran dapat 
digunakan untuk evaluasi 
kinerja diharapkan secara 
langsung evaluasi anggaran 
dapat mempengaruhi kinerja 
aparat pemerintah daerah.  
Hasil dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan 
evaluasi anggaran   terhadap  
kinerja aparat Pemda. Hal ini 
terlihat dari analisis regresi 
berganda, evaluasi anggaran 
memperoleh nilai signifikansi 
α < 0,05 yaitu sebesar 0,002 
maka hipotesis H3 
diterima.Hal ini berarti bahwa 
evaluasi anggaran yang 
dilakukan pada Pemda 
Kabupaten Bantul efektif 
dalam arti evaluasi anggaran 
dapat mengungkap sejauh 
mana pertanggungjawaban 
aparat dalam melaksanakan 
tugasnya sehingga evaluasi 
anggaran dapat mempengaruhi 
kinerja aparat pemerintah 
daerah Kabupaten Bantul. 
4. Kejelasan tujuan anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
daerah 
Kejelasan tujuan 
anggaran menunjukan seberapa 
spesifik, seberapa jelas tujuan 
anggaran yang disusun. 
Apabila anggaran memiliki 
tujuan yang jelas maka 
pencapaian tujuan semakin 
jelas sehingga mempengaruhi 
kinerja aparat dalam 
melaksanakan tanggung 
jawabnya. Kejelasan tujuan 
anggaran menyebabkan aparat 
pemerintah daerah semakin 
mengerti target-target yang 
akan dicapai dimasa datang. 
Kejelasan tujuan 
anggaran menunjukkan luasnya 
tujuan anggaran yang 
dinyatakan secara spesifik, 
jelas, dan dimengerti oleh siapa 
saja yang bertanggungjawab. 
Syafrial (2009) menguraikan 
bahwa penetapan tujuan 
spesifik akan lebih produktif 
dari pada tidak menetapkan 
tujuan spesifik. Produktivitas 
tersebut akan mampu 
memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap 
peningkatan kinerja organisasi. 
Hasil dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang 
signifikan kejelasan tujuan 
anggaran   terhadap  kinerja 
aparat Pemda. Hal ini terlihat 
dari analisis regresi berganda, 
kejelasan tujuan anggaran 
memperoleh nilai signifikansi α 
< 0,05 yaitu sebesar 0,001 




deskritif menjelaskan bahwa 
aparat pemerintah di 
Kabupaten Bantul memiliki 
kemampuan untuk 
merumuskan tujuan anggaran 
yang jelas, spesifik dan dapat 
dapat dimengerti. Kejelasan 
tujuan anggaran mendorong 
aparat di Kabupaten Bantul 
untuk mencapai tujuan tersebut, 
membuat mereka lebih 
termotivasi dan 
bertanggungjawab untuk 
mencapai hal tersebut. 
Kejelasan tujuan anggaran juga 
mendorong aparat bekerja 
keras mencapai tujuan tersebut 
yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kinerja. 
 
Koefisiensi Determinasi (R2) 
















,696 ,691 2,308 
a. Predictors: (Constant), Partisipasi anggaran, Umpan 
balik anggaran, Evaluasi anggaran, Kejelasan tujuan 
anggaran, Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
 
Hasil regresi menunjukkan 
Nilai R2 sebesar 0,696 
mempunyai arti bahwa variabel 
dependen mampu dijelaskan oleh 
variabel independen sebesar 
69,6%. Dengan kata lain 
partisipasi anggaran,  umpan 
balik anggaran, evaluasi 
anggaran, kejelasan tujuan 
anggaran mampu mempengaruhi 
kinerja aparat pemerintah daerah 
di Kabupaten Bantul sebesar 
69,6% sedangkan sisanya 30,4% 
dijelaskan oleh variabel lainnya 




KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis 
data dan pengujian hipotesis yang 
diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
Daerah Bantul karena 
memperoleh nilai signifikansi α 
< 0,05 yaitu sebesar 0,001, 
maka H1 diterima. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa partisipasi 
anggaran sudah maksimal 
dilakukan oleh aparatur daerah. 
Partisipasi anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat di Kabupaten 
Bantul. Ketika setiap orang 
dilibatkan dalam penyusunan 
anggaran maka ada tanggung 
jawab pribadi agar anggaran 
yang disusun bersama tersebut 
dapat tercapai sehingga 
meningkatkan kinerja. 
2. Umpan balik anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
Daerah Bantul karena 
memperoleh nilai signifikansi α 
< 0,05 yaitu sebesar 0,002, 
maka H2 diterima. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa umpan 
balik anggaran sepenuhnya 
sangatlah memuaskan semua 
pihak. 
3. Evaluasi anggaran berpengaruh 
positif terhadap kinerja aparat 
pemerintah Daerah Bantul 
karena memperoleh nilai 
signifikansi α < 0,05 yaitu 
sebesar 0,002, maka H3 
diterima. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan 
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bahwa evaluasi anggaran sudah 
maksimal dilakukan oleh 
aparatur daerah. 
4. Kejelasan tujuan anggaran 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja aparat pemerintah 
Kabupaten Bantul karena 
memperoleh nilai signifikansi α 
< 0,05 yaitu sebesar 0,001, 
maka H4 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kejelasan 
tujuan anggaran sepenuhnya 
sesuai dengan rencana 
anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. Kejelasan 
tujuan anggaran menunjukan 
seberapa spesifik, seberapa 
jelas tujuan anggaran yang 
disusun. Apabila anggaran 
memiliki tujuan yang jelas 
maka pencapaian tujuan 
semakin jelas sehingga 
mempengaruhi kinerja aparat 
dalam melaksanakan tanggung 
jawabnya. Kejelasan tujuan 
anggaran menyebabkan aparat 
pemerintah daerah semakin 
mengerti target-target yang 
akan dicapai dimasa datang. 
 
Keterbatasan Penelitian 
Oleh karena adanya 
beberapa keterbatasan dalam 
penelitian ini, saran yang dapat 
diberikan penulis untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Responden yang dipilih dalam 
penelitian ini hanya berasal dari 
anggota SKPD di Kabupaten 
Bantul. Hal ini mungkin 
menimbulkan masalah tingkat 
keterwakilan responden dari 
masyarakat. Oleh karena itu, 
pada penelitian berikutnya 
responden masih dapat 
diperluas lagi, misalnya: 
lembaga lembaga keuangan 
(bank dan nonbank), pers, 
akademisi, dan perusahaan. 
2. Pembahasan yang berkaitan 
dengan akutabilitas publik 
sangatlah luas, namun pada 
penelitian ini permasalahan 
hanya dianalisis secara 
kuantitatif. Untuk penelitian 
selanjutnya yang berkaitan 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 
akan lebih rinci jika penelitian 
dilakukan dengan analisis 
kualitatif. 
3. Profil responden yang mengisi 
kuesioner di dalam penelitian 
ini hanya menyajikan asal 
organisasinya saja tanpa 
disebutkan background 
pendidikannya secara detail, 
jenis kelaminnya, umurnya, 
dsb. Oleh karena Penelitian ini 
berkaitan dengan laporan 
keuangan daerah, di mana tidak 
setiap orang mampu membaca 
dan memahami laporan 
keuangan tersebut, maka untuk 
penelitian selanjutnya 
diharapkan dalam penyajian 
deskripsi responden data-data 
mengenai background 
responden sebaiknya disajikan 
secara lebih detail; terutama 
tingkat pendidikannya, karena 
latar belakang pendidikan 
cukup berpengaruh dalam 
kemampuan membaca dan 






Salah satu upaya konkrit 
untuk mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah adalah 
penyampaian laporan 
pertanggungjawaban keuangan 
daerah. Berkaitan dengan hal 
tersebut, saran yang dapat diberikan 
penulis kepada: 
1. Pemerintah Kabupaten Bantul 
adalah sebagai berikut: 
a. Pergantian pejabat 
struktural di Kabupaten 
Bantul hendaknya tidak 
terlalu sering dilakukan 
karena akan menghambat 
upaya peningkatan kinerja 
masyarakat. 
b. Dalam meningkatkan 
kinerja aparat pemerintah 
daerah maka aparat 
pemerintah daerah di 
Kabupaten Bantul perlu 
mendapat pendidikan dan 




pemberian umpan balik, 
penetapan tujuan anggaran, 
dan evaluasi anggaran. 
c. Apabila setelah semua 
kegiatan telah selesai 
dilaksanakan dan terdapat 
sisa anggaran yang tidak 
terpakai hendaknya 
dikembalikan ke kas 
daerah. 
2. Penelitian selanjutnya adalah 
sebagai berikut : 
Diharapkan bagi peneliti 
selanjutnya yang akan meneliti 
tentang masalah akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 
agar meneliti variabel yang lain 
selain variabel partisipasi 
anggaran, umpan balik 
anggaran, evaluasi anggaran, 
kejelasan tujuan anggaran 
seperti kesulitan tujuan 
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